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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusan Masalah 

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan 

nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan 

faktor yang sangat penting dan menentukan dalam rangka pembangunan ekonomi 

nasional yang bertuj uan untuk mempertinggi tingkat kemakmuran rakyat 

Indonesia. Letak peranan dari pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian 

integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945 adalah untuk terwujudnya perekonomian nasional mandiri dan handal 

berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan tingkat kemakmuran 

seluruh rakyat Indonesia secara selaras, adil dan merata dalam rangka 

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat 

Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga 

kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adit, makmur dan merata baik 

materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

secara mumi dan konsekuen. 

Tuntutan untuk menghadirkan sebuah instrumen ekonomi yang dapat 

melindungi setiap kepentingan tenaga kerja itu sendiri sangatlah penting 

keberadaannya, oleh karena itu menjadi suatu yang sangat penting bila setiap 

pelaku dituntut untuk tunduk dan patuh dalam sistem hukum yang berlaku, 

khususnya Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

(LNRI Tahun 2003 Nomor 39 TLN RI Nomor 4279) itu sendiri sehingga 

1 
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terpenuhinya perlindungan hak-hak yang mendasar bagi tenaga kerja pada saat 

yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan 

dunia usaha di Indonesia. Dengan demikian landasan moral hubungan 

ketenagakerjaan yang terpenting tentunya Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : 

Pasal 27 ayat (2) 
"SegaJa warganegara berhak atas pekeIjaan dan penghidupan yang layak 
bagi kemanusiaan". 

Bila mencermati bunyi pasal tersebut diatas nampaknya benar-benar 

merujuk pada kepentingan rakyat banyak, yaitu dengan memposisikan 

kepentingan warganegara sebagai tuj uan utama I. Landasan kostitusional ini 

menunjukkan dengan jelas bahwa setiap warganegara berhak atas pekeIjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. PekeIjaan yang layak hanya akan 

diperoleh jika kesempatan keIja terbuka luas. 

Ditengah-tengah hiruk pikuk perdebatan atau diskusi tentang pembelian 

pesawat sukhoi, masalah yang sebetulnya jauh lebih serius untuk diperhatikan 

adalah pengangguran. Beberapa waktu lalu beberapa media cetak melaporkan 

pada halaman depan, bagaimana ribuan pekeIja mencari kerja harus berdesak-

desakan, bahkan pingsan untuk mendapatkan lowongan pekeIjaan yang dibuka 

oleh beberapa perusahaan seperti, Bank Danamon, Carrefour, Bank Permata, dan 

Hoka-Hoka Bento. Menurut laporan media cetak, tingginya animo pencari pekeIja 

ini, karena dalam waktu dekat ini masih banyak pernsahaan manufaktur yang akan 

tutup sehingga harns melakukan pemutusan hubungan keIja (PHK). 

I. Machsoen Ali, Perselisihan Perburuhan Dan Mekanisme Penyelesaiannya, Yuridika, 
VallS, No 13 Mei 2003 . 
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Upaya perluasan kerja hams ditempuh dengan langkah-Iangkah prioritas 

yang mampu memacu perkembangan industri yang mengarah pada industri padat 

karya. Mengingat kualitas sumber daya yang tersedia, setelah itu baru akan 

tercapai titik keseimbangan yang menunjukkan perbandingan ideal antara jumlah 

pekerjaan dan kesempatan kerja yang ditawarkan2
. Realitanya, jika dikaitkan 

dengan ancaman terberat bagi tenaga kerja dalam keadaan ekonomi negara ini 

yang mengalami krisis adalah pemutusan hubungan kerja atau yang dapat 

disingkat dengan PHK. PHK merupakan harga mahal yang harus dibayar akibat 

telah lebih dari dua tahunan perekonomian Indonesia mengalami gejolak. Krisis 

yang dipicu dengan oleh penurunan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata 

uang asing anjlok ketititk yang amat rendah. Merosotnya nilai tukar sempat 

mencapai titk terburuk sekitar Rp. 17.000,00 untuk setiap US Dollar pada 

pertengahan tuhun 1997 yang selanjutnya diikuti oIeh berbagai tindakan 

pengamanan pemerintah, seperti kebijakan uang ketat yang pada kenyataannya 

tidak sanggup memulihkan ekonomi nasional. 

Pada sektor, gejolak moneter dirasakan sangat menyiksa kegiatan usaha. 

Pada pembangunan misalnya, para pengembang (developer) menerima pukuIan 

telak. Sedikitnya dua persoalan yang mereka hadapi, pertama adalah kenaikan 

bahan-bahan bangunan dan yang kedua adalah tersedotnya dana bank. Disinilah 

pemerintah membuat para pengembang kesulitan pendanaan. Gejolak yang terjadi 

juga telah merembet pada industri tekstil dan garrnen di Bandung (Jawa-Barat), 

yang tennasuk salah satu sentra industri tekstil bangsa kita telah menghentikan 

2. Lanny Ramly, Perjanjian Kerja Sebagai Upaya Perlinchmgan Hukllm Bagi Tenaga 
Kerja Dan pengusaha, Vol 16, No 2 Maret 200 1. 
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produksinya (Kompas 3/11). Industri otomotif yang sebagian masih tergantung 

pada komponen-komponen yang berasal dari luar negeri juga mengalami 

kenaikan, sehingga yang membuat pengusaha angkutan kota Cirebon (Jawa-

Barat) gulung tikar. 

Selain industri otomatif, industri pers yang juga masih mengandalkan 

beberapa bahan baku (kertas, tinta) import turut pula terpengaruh. Manajemen PI 

Dirgantara (dulu IPIN) bergeming untuk melakukan PHK terhadap 6000 

karyawannya itu merupakan jumlah yang sangat besar, bahkan terbesar dari 

sebuah perusahaan. PT Dirgantara ini sejak dihantam badai krisis 1997 itu 

merupakan pil terpahit dalam sejarah BUMN kita, sebab yang dipecat (kata Lain 

PHK) adalah kaum terpelajar yang mayoritas diantara mereka putra-putri terbaik 

bangsa ini. Bagaimana para insinyur terbaik bangsa ini membuat desain mesin dan 

merangkai baut demi baut dan komponen sehingga menjelma menjadi helikopter 

Super Puma dan NBell. Bagaimana center of excellence teknologi dikota 

kembang itu melahirkan CN-235. pesawat komuter pertama hasil rancang bangun 

bangsa ini bersama Cassa Spanyol. Pesawat itulah yang kemudian banyak dipesan 

Malaysia, Brunai dan Thailan, baik untuk pesawat komersiil maupun angkutan 

mil iter, bahkan ada yang digunakan untuk pesawat kepresidenan3
. 

Situasi hubungan industrial dikabupaten Karawang pada tahun 2003 ini 

sangat memperihatinkan karena tingginya kasus PHI<. diperusahaan industri yang 

ada di wilayah ini. Bahkan, akibat kasus PHI<. tersebut, diperkirakan ribuan 

karyawan harus pasrah tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Dinas 

3 . Adang D. Boikin .. "PHK 6000 Ribu Karyawan", Hanan Jawa Pos, Senin tanggal 25 
Agustus 2003, H.29. 
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Tenaga KeIja setempat setempat mencatat, hingga November 2003, jumlah tenaga 

keIja yang dirumahkan mencapai 1.305 karyawan. Jumlah ini jauh sangat 

meningkat dibandingkan dengan kondisi tenaga keIja tahun 2002 lalu, yang hanya 

terdapat 200 kasus PHK.. Kepala Disnaker kabupaten Karawang Tatang Saefuddin 

kepada media, mengatakan, penyebabnya tingginya kasus PHK. yang menimpa 

para karyawan perusahaan industri itu karena situasi yang sulit beberapa industri4. 

Pengertian pemutusan hubungan kerja dalam pasal 1 angka 25 dalam 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi sebagai 

berikut : 

"Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena 
suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhimya hak dan kewajiban 
antara pekeIja/buruh dan pengusaha". 

Dengan adanya PHK. ini yang paling dirugikan pada dasamya adalah 

tenaga keIja sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan dengan adanya PHK. itu. 

Khususnya bagi tenaga keIja dan keluarganya yang merupakan permulaan dari 

segala pengakhiran, permulaan dari berakhimya mempunyai pekeIjaan, permulaan 

dari berakhimya kemampuan membiayai keperluan hidup sehari-hari baginya dan 

keluarganya, permulaan dari dan berakhimya kemampuan menyek~lahkan sang 

anak. 

Tenaga keIja yang terkena PHK. diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 

Tentang KetenagakeIjaan pasal 150 BAB XII PEMUTUSAN HUBUNGAN 

KERJA yaitu : 

4 Harian Media Indonesia, "KaslIs PHK Di Karawang", tanggal 6 November 2003, 
HaLl? 
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"ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam Undang-Undang 
ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang 
berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan 
atau milik ,badan hukum, baik swasta maupun milik negara, maupun 
usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang 
lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain", 

Ditegaskan, UU Ketenagakerjaan tersebut, berlaku bagi semua perusahaan 

termasuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara), kecuali PNS (Pegawai Negeri 

Sipil). "Jangan lupa, yang dikatagorikan perusahaan itu semua orang yang 

memberi pekerjaaan, tidak terkecuali pula seperti Asosiasi, Perhimpunan, LSM, 

Yayasan, dsb, "tutur Ar( 

Pengertian ketenagakerjaan dalam pasal 1 angka 1 UU NO. 13 Tahun 

Tentang Ketenagakerjaan berbunyi sebagai berikut : 

"Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga 
kerja pada waktu, selama dan sesudah masa kerja". 

Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha dalam pasal 1 angka 5 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah berbunyi 

sebagai berikut : 

"Pengusaha adalah : 
a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan 

suatu perusahaan milik sendiri; 
b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri 

sendiri menjalankan perusahaan yang bukan miliknya; 
c. Orang perseorangan, persekutuan ataupun badan hukum yang berada di 

Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia". 

Agar nasib pekerja Indonesia tidak semakin terpuruk, maka diperlukannya 

perlindungan hukum terhadap hak-hak normatif pekerja sebagai akibat adanya 

Ekonomi, Undang-Ulldang Ketenagakerjaall. www.pikiran-rakyat.com. 
cet/0303/2010605 .htm-20k, Kamis 20 Maret 2003. 
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PHK, yaitu berupa adanya uang penghargaan masa keIja, uang pesangon dan lain

lain yang disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat eli Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum bagi pekerja sebagai 

konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum yaitu untuk menjamin hak-hak 

normatif pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan, tanpa 

adanya tindakan diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan 

keluarganya dalam rangka hubungan industrial yang berkeadilan. 

Tercapainya keadilan di bidang ketenagakeIjaan disini maksudnya adalah 

jika hubungan antara pekeIja dengan pengusaha diserahkan kepada satu pihak 

saja, yaitu pengusaha, maka sebagai pihak yang lebih kuat akan menekan pekeIja 

sebagai pihak yang Iemah secara sosial ekonomi, hal inilah yang mengakibatkan 

tindakan sewenang-wenang dari pihak pengusaha. Oleh karena itu sangat 

dibutuhkannya campur tangan pernerintah untuk rnelindungi hak-hak normatif 

pekerja sebagai akibat adanya PHK. Persoalan yang selanjutnya adalah terhadap 

upaya hukumnya apabila tenaga kerja tidak rnendapatkan hak-haknya. Disinilah 

apabila tenaga kerja merasa ada kebohongan dalam alasan yang menjadi dasar 

hak-hak yang tidak diterima sewajamya, maka pekeIja dapat mengajukan haknya 

sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan. 

Pemerintah mempunyai kepentingan langsung dalam peraturan semacam 

itu. Pemerintah adalah yang bertanggungjawab atas penetapan ketentuan

ketentuan terse but untuk mencegahnya gangguan dalam proses ekonomi dan 

ketertiban umwn, serta untuk memberi perlindungan hukum yang layak kepada 
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pihak yang ekonominya lemah6
. Perlindungan hukum terhadap hak-hak nonnatif 

pekeIja sebagai akibat PHK yang berlandaskan prinsip pengakuan akan harkat dan 

martabat manusia yang bersumber pada Pancasila serta prinsip negara hukum 

Pancasila. Atas landasan prinsip pengakuan akan harkat dan martabat manusia 

yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum Pancasila, perlindungan 

hukum bagi pekeIja diarahkan kepada usaha-usaha untuk mencegah terjadinya 

sengketa antara pengusaha dan pekeIja secara musyawarah serta peradilan 

merupakan sarana terakhir dalam usaha penyelesaian sengketa antara pekerja dan 

pengusaha. 

Berdasarkan elemen utama dari prinsip negara hukum Pancasila serta 

prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban, seyogyanya tidak akan terjadi 

sengketa antara pengusaha dan pekeIja. Kiranya keadaan tiada sengketa tidak 

pernah akan ada dimanapun dalam kesatuan masyarakat, namun demikian adalah 

mutlak untuk memikirkan dan membentuk sarana yang dapat berfungsi untuk 

mencegah teIjadinya sengketa antara pengusaha dan pekeIja, minimal dapat 

mengurangi sengketa. Andai kata jalan musyawarah tidak dapat menyelesaikan 

antara pengusaha dan pekeIja, maka peradilan merupakan sarana terakhir. Namun 

proses peradilan seyogyanya tidak menciptakan suatu hubungan yang sifatnya 

konfrontasi antara para pihak yang bersengketa. 

Peradilan seyogyanya menciptakan suasana yang damai dan tentram, 

terutama melalui acaranya. Kedua macam penyelesaian terhadap pennasalahan 

perlindungan hukum terhadap hak-hak nonnatif pekerja sebagai akibat PHK dan 

6 Imam Soepomo, Pel1gantar Hukum Perburuhal1, PT. Djambatan, eet.7, Jakarta 1974 
H. 67. 
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upaya hukumnya terhadap pekeIja untuk mendapatkan hak-haknya sangat 

ditentukan oleh keberhasilan penyelesaian secara yuridis ditengah-tengah bangs a 

ini membangun supremasi hukum disegala bidang kehidupan sebagai negara 

hukum menjelang dipenghujung tahun 2003 ini dengan semangat berbenah diri 

dan menyongsong masa depan bangsa yang penuh optimis. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan : 

1. Bagaimana bentuk perlindungan hak-hak normatif pekeIja yang terkena 

PRIG 

2. Bagaimana upaya hukwnnya apabila tenaga kerja tidak mendapatkan 

haknya ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tabun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan? 

2. Penjelasan Judu) 

Demi mencegah melebamya serta agar lebih terarah ruang lingkup 

pembahasan ini, maka perlu penjelasan atas judul penulisan hukum (skripsi) 

"PERLINDUNGAN HOKUM TERHADAP HAK NORMATIF PEKERJA 

SEBAGAI AKIBAT PHK" adalah sebagai berikut : Perlindungan hukum 

terhadap hak normatif pekeIja sebagai akibat PHK memiliki pengertian 

bahwasanya Perlindungan hukum bagi pekeIja sebagai konsekuensi dari Indonesia 

sebagai negara hukum yaitu untuk menjamin hak-hak nonnatif pekerja sebagai 

wujud pengakuan terhadap hak pekeIja sebagai manusia yang harus diperlakukan 

secara manusiawi yang berlandaskan prinsip pengakuan akan harkat dan martabat 

manusia yang bersumber pada Pancasila serta prinsip negara hukum Pancasila, 
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agar nasib pekerja Indonesia tidak semakin terpuruk, maka diperlukannya 

perlindungan hukum terhadap hak-hak nonnatif pekerja sebagai akibat adanya 

PHK, yaitu berupa adanya uang penghargaan masa keIja, uang pesangon dan lain

lain yang disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat di Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya dapat disingkat dengan 

UUK No. 13 Tahun 2003. 

3. Alasan Pemilihan Judul 

Ditengah-tengah hiruk pikuk perdebatan atau diskusi tentang pembelian 

pesawat sukhoi, masalah yang sebetulnya jauh lebih serius untuk diperhatikan 

adalah pengangguran. Beberapa waktu lalu beberapa media cetak melaporkan 

pada halaman depan, bagaimana ribuan pekerja mencari kerja harus berdesak

desakan, bahkan pingsan untuk mendapatkan lowongan pekerjaan yang dibuka 

oleh beberapa perusahaan seperti, Bank Danamon, Carrefour, Bank Permata, dan 

Hoka-Hoka Bento. Menurut laporan media cetak, tingginya animo pencari pekerja 

ini, karena dalam waktu dekat ini masih banyak perusahaan manufaktur yang akan 

tutup sehingga harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sedang 

menjadi problema aktual di masyarakat saat ini menarik apabila diangkat menjadi 

tema pembahasan dalam penulisan hukum (skripsi) ini. 

Disadari sangat dipengauruhinya gejolak moneter dalam kasus tersebut tidak akan 

mempengaruhi penulisan ini, karena sebagaimana telah dijelaskan dalam 

penjelasan judul pembahasan akan dibatasi dalam lingkup tinjauan yuridis. 
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4. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan hukum (skripsi) ini adalah untuk memenuhi persyaratan 

yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk mencapai gelar kesarjanaan 

(S 1) Sarjana Hukum yang telah ditentukan Fakultas Hukum Universitas Airlangga 

Surabaya. 

Selain itu untuk rnengaplikasikan ilmu pengetahuan hukum yang didapat 

dari perkuliahan terhadap problernatika aktual dalarn dunia ketenagakerjaan saat 

ini, khususnya perlindungan hukurn terhadap hak norrnatif pekerja sebagai akibat 

PHK dari sisi tinjauan yuridis normatif. 

5. Metodologi 

a. Pendekatan Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan masalah 

dengan melakukan pendekatan seeara yuridis normatif, yang berarti pembahasan 

suatu rnasalah melihat dari segi norma hukum. 

b. Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukurn sebagai penulisan hukurn (skripsi) diperoleh melalui 

studi kepustakaan dengan rnempelajari literatur (buku-buku), mass media, 

browsing internet, keputusan-keputusan yang dikeluarkan maupun ketetapan

ketetapan dari lernbaga yang berwenang, serta mempelajari pandangan para pakar 

yang erat sekali hubungannya dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi 

lID. 
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c. Prosudur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan 

mempelajari literatur (buku-buku), mass media, browsing internet, keputusan

keputusan yang dikeluarkan maupun ketetapan-ketetapan dari lembaga yang 

berwenang, serta mempelajari pandangan para pakar yang erat sekali 

hubungannya dengan pembahasan permasalahan tersebut diolah agar dapat 

menjadi bahan pembahasan ataupun menjawab pennasalahan dalam penulisan 

hukum (skripsi) ini. 

d. Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang telah diperoleh dan diolah tersebut kemudian 

dianalisis dengan mengemukakan pandangan yang dikaitkan dengan landasan

landasan hukum yang terkait dengan materi. 

6. Pertanggungjawaban Sistematika 

Sesuai dengan judul skripsi ini yang mempersoalkan tentang perlindungan 

hukum terhadap hak nonnatif pekerja sebagai akibat PHK yang ditinjau dari 

ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka 

agar dapat menghasilkan pembahasan yang tepat, terarah sesuai dengan judul 

penulisan hukum (skripsi) ini disusun menjadi 4 (empat) bab. 

Pada Bab I yang merupakan pendahuluan, memuat antara lain mengenai 

pengertian perlindungan hukum terhadap hak normatif pekerja sebagai akibat 

pemutusan hubungan kerja (PHK) menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan serta penulisan diarahkan kepada pemaparan secara 

umum yang melatarbelakangi rumusan pennasalahan dan selanjutnya dapat 
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mengantarkan keuraian-keuraian pembahasan dalam bab-bab berikutnya. Dalam 

Bah yang sarna dijelaskan pula mengenai penjelasan judul, alasan pemilihan judul 

serta tujuan penulisan, metodologi penulisan hukum dari skripsi ini yang 

didalamnya memuat pendekatan masalah termasuk pula analisis bahan hukum. 

Dan bagian akhir bab dimuat mengenai pertanggungjawaban sistematikan. 

Pada Bab II yaitu Bab pembahasan pertama-tama akan diuraikan 

mengenai pokok permasalahan mengenai bagaimana bentuk perlindungan hak

hak normatif pekeIja yang terkena PHK yang kesemua pembahasan tidak 

dilepaskan keterkaitannya dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang 

ketenagaketjaan 

Pada Bab III, pembahasan difokuskan kepada upaya hukumnya apabila 

tenaga keIja tidak mendapatkan halolya ditinjau dari Undang-Undang No. 13 

tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

Sebagai penutup pada Bab IV, akan diuraikan rumusan kesimpulan dari 

permasalahan atas persoalan yang dikemukakan dalam perumusan permasalahan 

dari Bab II dan Bab III serta beberapa saran atau pendapat yang diharapkan dapat 

membantu menyelesaikan pemecahan dari permasalahan-permasalahan tersebut. 

Dengan mengikuti sistematika dari penulisan skripsi ini maka tulisan akan 

dalam bentuk berurutan dan sistematis serta tidak terlepas keterkaitan antara satu 

bab dengan bab berikutnya sebagai satu kesatuan yang utuh. Sehingga maksud, 

tujuan serta topik pembahasan menjadi semakin jelas dan diharapkan mudah 

dimengerti dan dipahami oleh siapapun yang membacanya. 
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PERLINDUNGAN BAK-HAK NORMATIF PEKERJA YANG TERKENA 
PHI( 

1. Pemutusan Hubungan Kerja 

Sebagaimana diuraikan pada Bab I, titk tolak permasalahan PHK adalah 

pada saat puma kerja. UUK No.13 Tahun 2003 Pasall angka 25 Ketentuan 

Umwn menyatakan : 

"Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena 
suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhimya hak dan kewajiban 
antara pekerja/buruh dan pengusaha". 

Dampak yang paling jelas dan dirasakan sangat berat bagi pekerja adalah 

permulaan dari berakhimya mempunyai pekerjaan, permulaan dari berakhimya 

kemampuan menyekolahkan anak. Semenjak terjadinya PHK tersebut, maka 

dimulailah masa sulit bagi pekerja dan keluarganya, karena PHK memberi 

pengaruh psikologis, ekonomis, dan finansial yang disebabkan : 

a. dengan adanya PHK, bagi pekerja telah kehilangan mata pencaharian; 

b. untuk mencari pekerjaan yang barn sebagai penggantinya, maka hams 

banyak mengeluarkan biaya (keluar masuk pernsahaan, disamping biaya-

biaya lain seperti pembuatan surat-surat untuk keperluan lamaran dan 

fotocopy surat-surat lain); dan 
/ 

c. kehilangan biaya hidup untuk diri dan keluarganya sebelum mendapat 

pekerjaan yang barn sebagai penggantinya. 

Bab Xli PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Pasal 150 UUK No. 13 

Tahun 2003 Menyatakan : 

14 
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"Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang 
ini meliputi pemutusan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan 
hukum atau tidak, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik 
swasta maupun rnilik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha 
lain yang mernpunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan 
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain". 

Mengamati ketentuan bunyi Pasa] 150 tersebut diatas, maIm dapat 

diketahui bahwa PHK dalam undang-undang ini berlaku bagi semua perusahaan 

term as uk BUMN (Badan Usaha Milik Negara) kecuali PNS (Pegawai Negeri 

Sipil). "jangan lupa, apa yang dikategorikan perusahaan itu semua orang yang 

memberi kerja sebagaimana yang diuraikan pada Bab I yang bertitik tolak 

perrnasalahan PHK bagi pekerja. Perlindungan hukum bagi pekerja sangat 

diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah. Perlindungan hukum bagi 

pekerj a dari kekuasaan pengusaha terlaksana apabila peraturan undang-undang 

dalam bidang ketenagakerjaan yang mengharuskan atau memaksa pihak 

pengusaha bertindak seperti dalam ketentuan undang-undang tersebut benar-benar 

dilaksanakan. 

Ditinjau dari segi perlindungan hukum, UUK No. 13 Tahun 2003 ini 

diharapkan dapat memberikan perlindungan ketenagakerjaan yang dapat dilihat 

dari 3 aspek yaitu: 

a. aspek perlindungan sosial; 

b. perlindungan ekonomis; dan 

c. perlindungan teknis. 

Perlindungan sosial pada dasamya merupakan suatu perlindungan 

ketenagakerjaan yang bertujuan agar pekerja dihargai harkat dan martabatnya 

sebagai manusia, bukan sebagai faktor produksi (faktor ekstem), melainkan 
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diperlakukan sebagai rnanusia dengan segala harkat dan rnartabatnya (faktor 

intern atau faktor k~iliNtif). Sedangkan perlindungan ekonornis rnerupakan 

perlindungan ketenagakerjaan yang bertujuan agar pekerja dapat rnenikmati 

penghasilannya secara layak dalarn rnernenuhi kebutuhan hidup baik bagi dirinya 

sendiri rnaupun bagi keluarganya. Dan perlindungan teknis rnerupakan 

perlindungan ketenagakerjaan yang bertujuan agar pekerja dapat terhindar dari 

segala resiko bahaya yang tirnbul dalarn suatu hubungan kerja, yang salah satu 

bentuknya adalah PHK. 

Dalarn praktek, PHK yang terjadi karena berakhirnya waktu yang telah 

ditetapkan dalarn perjanjian, tidak menirnbulkan permasalahan terhadap kedua 

belah pihak, baik pekerja maupun pengusaha. Karena pihak-pihak yang 

bersangkutan sarna-sarna telah menyadari atau rnengetahui saat berakhirnya 

hubungan kerja tersebut, sehingga masing-rnasing telah berupaya rnernpersiapkan 

diri dalam menghadapi kenyataan. Pekerja rnelihat soal pengakhiran ini dari sudut 

yang berlainan. Pekerja mernpunyai kepentingan langsung dan vital untuk tetap 

mernpunyai pekerjaan, yang acapkali rnerupakan satu-satunya sumber pendapatan 

(mata pencaharian) baginya dan keluargannya. Pekerja itu rnungkin rnendapatkan 

pekerjaan lain yang sarna upahnya, pertirnbangan non ekonornis seperti usia, letak 

rumah, kepuasan yang didapat dalarn pekerjaannya dapat rnempengaruhi dia 

untuk lebih rnenyukai pekerjaan yang lama. Karena alasan-alasan inilah, pekerja 

pada urnurnnya sangat berkepentingan akan adanya kepastian tetap bekerja (job 

security). 
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PHK bagi pekerja rnerupakan perrnulaan masa pengangguran dengan 

segala akibatnya, sehingga untuk rnenjarnin kepastian dan ketentrarnan hidup 

pekerja seharusnya PHK ini harus dihindari terjadinya, bahkan jika rnungkin 

ditiadakan sarna sekali. Dari sudut sejarah hukum, satu bangsa rnernasuki tahap 

negara kesejahteraan ditandai dengan berkembangnya hukum yang rnelindungi 

pihak yang lernah, karen a itulah pernerintah pada peri ode ini mulai 

rnernperhatikan perlindungan hak-hak norrnatif pekerja akibat PHK dengan 

mengundangkan UUK No. 13 Tahun 2003 yang dalarn Pasal 151 ayat 1 secara 

tegas menyatakan : 

"Pengusaha, pekerjalburuh, serikat pekerjalserikat buruh, dan pemerintah, 
dengan segal a upaya harus rnengusahakan agar jangan terjadi pemutusan 
hubungan kerja". 

Seperti juga halnya penjelasan pasal 151 ayat (1) Undang-Undang yang 

sarna menetapkan bahwasanya : 

"Yang dirnaksud dengan segal a upaya dalam ayat ini adalah kegiatan
kegiatan yang positifyang pada akhimya dapat menghindari terjadinya 
PHK antara lain pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenaran 
metode kerja dan memberikan pembinaan kepada pekerjalburuh". 

Dari bunyi ketentuan Pasal 151 ayat (1) beserta penj elasannya tersebut 

diatas dapat dikatakan bahwa putusnya hubungan kerja bagi pekerja rnerupakan 

permulaan masalah pengangguran dengan segala akibatnya sebingga untuk 

menjamin kepastian dan ketentraman hidup pekerja. Seharusnya dalam hal ini 

pengusaha, pekerjalburuh, serikat pekerjalserikat buruh dan pengusaha harus 

mengupayakan dengan sekuat tenaga hams rnengusahakan PHK itu dihindari dan 

kalau bisa mengusahakan ditiadakan sarna sekali. Karena PHK itu bukan seperti 

kita potong ayarn, ini rnanusia, yang punya harapan. Bagaikan kapal Titanic yang 
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hampir tenggelam, kalau semua orang ada didalam bisa mati, mereka justru 

diberhentikan karena dikasih sekoci, yang didalam belum tentu seterusnya 

selamat, maka baik pihak pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerjalserikat buruh 

dan pemerintah masih harus terus berjuang agar kapal ini tidak bocor7. Oleh 

karena itu, kebijakan pemerintah dibidang ketenagakerjaan yang tidak dapat 

dilepaskan dari dukungan serikat pekerja yang dibentuk, dari oleh dan untuk 

pekerja diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, 

mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta 

melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan 

pekerja dan keluarganya. Berdasarkan ketentuan Pasal151 ayat (2) UUK No. 13 

Tahun 2003 yaitu : 

"Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan 
kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan keIja wajib 
dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerjalserikat buruh atau 
dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak 
menjadi anggota serikat pekerjalserikat buruh". 

Mengamati bunyi ketentuan Pasal 151 (ayat 2) tersebut diatas, maka 

diketahui tugas utama pengusaha setelah segala daya upaya telah dilakukan tetapi 

PHK tidak dapat dihindari , maka pengusaha wajib merundingkan maksud PHK 

tersebut kepada serikat pekerjalserikat buruh atau dengan pekerja/buruh yang 

bersangkutan tidak menjadi anggota . serikat pekerjalserikat buruh. Apabila 

maksud dan tujuan PHK terhadap pekeIja tersebut tidak menghasilkan 

persetujuan, maka di Pasal 151 ayat (3) UUK No. 13 Tahun 2003 mengatur yang 

berbunyi sebagai berikut: 

7 Renald K~i, "Soya Tidak Mellgejar Uang". No. 208 . November 2003 . Hal.22. 
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"Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar 
tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat melakukan 
pemutusan hubungan keIja dengan pekeIjai buruh setelah memperoleh 
penetapan dari lembaga penyelesain perselisihan hubungan industrial". 

Sedangkan apa yang dimaksud dengan lembaga penyelesaian hubungan 

industrial dalam ketentuan umum maupun dalam penjelasan umum dan penjelasan 

Pasal demi Pasal, tidak ditemukan rumusan pengertian dari lembaga penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial8
. Tetapi hal ini akan saya bahas dalam BAB ill. 

2. Kewajiban Peogusaha sehubuogao dengao adaoya PHK. 

Seperti telah dikemukakan dihalaman sebelumnya bahwa dengan 

terjadinya PHK maka dimulailah masa sulit bagi pekeIja dan keluarganya, oleh 

karena itu untuk membantu atau setidak-tidaknya mengurangi beban bagi pekerja 

yang terkena PHK, maka Undang-Undang mengharuskan atau mewajibkan 

pengusaha untuk membayarkan uang pesangon dan atau uang penghargaan masa 

kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sesuai dengan 

ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) UUK No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi 

sebagai berikut: 

"Dalam hal teIjadi pemutusan hubungan keIja, pengusaha diwajibkan 
membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa keIja dan dan uang 
penggantian hak yang seharusnya diterima". 

Dari bunyi ketentuan Pasal 156 ayat (1) tersebut diatas dapat dikatakan 

UUK No. 13 Tahun 2003 menghendaki agar pengusaha wajib membayar uang 

pesangon (tunjangan pemberhentian saverence allowence) sebagai akibat PHK. 

8 Aloysius Uwiyono, Implikasi Undang-Undang Kelenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 
Terhadap Iklim, Jumal Hukum Bisnis, Volume 22- NO. 5 rabun 2003. 
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Dalam hal ini perlu ditekankan sekali lagi bahwa pesangon ini harus dibedakan 

pula dari ganti rugi untuk pemberhentian yang tidak beralasan. Pembayaran 

pesangon bukanlah hukuman yang dijatuhkan kepada pengusaha karena tindakan 

yang salah, tetapi pembayaran uang oleh pengusaha sebagai tambahan atas gaji 

(nama lain dari upah) yang menjadi hak pekerja semata-mata karena pekeIja 

diberhentikan setelah bekerja pada pengusaha itu selama waktu tertentu. 

Pertimbangan ini dan kenyataan bahwa pesangon itu biasanya adalah 

seimbang dengan lamanya hubungan keIja (masa keIja) dari pekeIja yang 

bersangkutan serta kadang-kadang dibayarkan pula dalam hal pekeIja 

meninggalkan perusahaan atas kehendaknya sendiri, artinya disini adalah 

pesangon itu merupakan ganjaran atas kesetian pekeIja selama melakukan 

pekeIjaan atau suatu upah tambahan yang pembayarannya semata-mata 

ditangguhkan atau simpanan wajib ataupun bagian dari nilai-nilai perusahaan 

yang menjadi bertambah karena hasil dari usaha pekeIja. Kecuali pekerja yang 

diberhentikan karena kelakuan buruk, maka pekerja tersebut tidak akan 

mendapatkanlmenerima uang pesangon. Untuk pengurangan pekeIja yang 

bersangkutan diberikan sejumlah uang tertentu9
. 

3. Uang Pesangon 

Uang pesangon adalah pembayaran dalam bentuk uang dari pengusaha 

yang didasarkanldisesuaikan atas lamanya masa keIja pekeIja yang telah 

ditempuhldijalani. Uang pesangon sebagairnana dimaksud pada ayat (1), 
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berdasarkan Pasal 156 ayat (2) UUK No. 13 Tahun 2003 mengatur tentang uang 

pesangon dengan rincian sebagai berikut: 

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah; 
b. masa kerja kurang 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) 

tahun, 2 bulan upah; 
c. masa kerja kurang 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) 

tahun,3 (tiga) bulan upah; 
d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 

(empat) bulan upah; 
e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) bulan 

upah; 
f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) bulan 

upab; 
g. masa kerja 6 (enam ) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) bulan 

upab; 
h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebib tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 

8 (de.1apan) bulan upah; 
1. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebib 9 (sembilan) bulan upah. 

Pengaturan Selanjutnya bagi pekerja yang mengalami PHK yang 

dikarenakan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dengan Pasal 161 

ayat (1) UUK No. 13 tahun 2003 memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali 

ketentuan Pasal 156 ayat (2) UUK No. 13 Tahun 2003. Hal ini diatur dalam 

ketentuan Pasal161 ayat (3) UUK No. 13 Tahun 2003. 

Selanjutnya bagi pekerja yang mengalami PHK dalarn hal terjadinya 

perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan 

perusabaan dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, sesuai dengan 

ketentuan Pasal 156 ayat (2) UUK No. 13 Tahun 2003, maka pekerja berbak atas 

uang pesangon sebesar 1 (satu) kali. Hal ini diatur sesuai dengan Pasal 163 ayat 

(1) UUK No. 13 Tahun 2003. 

9. Lanny RamJy, Pengaturan Ketenagakerjaan Di Indonesia, Airlangga university Press, 
Cet. I. Surabaya 1998. HaI.31-32. 
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PHK terhadap pekerja yang terjadinya dikarenakan perubahan status, 

penggabungan, peleburan perusabaan dan dalam hal ini pengusaha tidak bersedia 

menerima pekerja diperusahaannya yang dikelolanya maka dalam hal ini pekerja 

berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hal ini diatur 

dalam Pasal 163 ayat (2) UUK No. 13 Tahun 2003 . 

PHK yang terjadi karena tutupnya perusahaan yang 

diakibatkanldisebabkan mengalaminya kerugian terus-menerus selama 2 (dua) 

tahun, keadaan memaksa (force Majeur), dengan ketentuan pekerja berhak atas 

pesangon sebesar1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UUK No. 13 Tahun 

2003. Hal ini diatur dalam Pasal 164 UUK No. 13 Tahun 2003. 

PHK terhadap pekerja yang dikarenakan tutupnya perusahaan bukan 

karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena 

keadaan memaksa (force majeur) tetapi yang dikarenakan melakukan efisiensi, 

dengan ketentuan pekerja berhak atas uang pesangon sebesar dua kali ketentuan . 

pekerja berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UUK 

No. 13 Tahun 2003. Hal ini diatur dalam Pasal 164 ayat (3) UUK No. 13 Tahun 

2003. 

PHK yang terjadi dikarenakan pailitnya perusabaan, dengan ketentuan 

pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 

(2). Hal ini diatur dalarn Pasal 156 UUK No. 13 Tahun 2003. 

Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja meninggal dunia, 

kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar hitungannya sarna 
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dengan perhitungan 2 (dua) kali pesangon yang sesuai dengan ketentuan Pasal 156 

ayat (2) UUK No. 13 Tahun 2003. Hal ini diatur dalarn Pasal 166 UUK No. 13 

Tahun 2003. 

Dalarn hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja dalam program 

pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh dan 

program pensiun yang iuranlprerninya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, 

maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang 

premiliurannya dibayar oleh pengusaha. Hal ini diatur dalam Pasal 167 ayat 3 

UUK No. 13 Tahun 2003. 

Seperti juga halnya penjelasan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang yang 

sarna mencontohkan dari ayat ini adalah: 

Misalnya uang pesangon yang seharnsnya diteima pekerja adalah Rp. 
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan besarnya jaminan pensiun 
menurut program pensiun adalah Rp. 6.000.000,00 (enarn juta rupiah) 
serta dalam pengaturan program pensiun tersebut telah ditetapkan premi 
yang ditanggung oleh pengusaha 60% (enam puluh perseratus) dan oleh 
pekerja/buruh 40% (empat puluh perseratus), maka; 

- Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah 
sebesar : 60% x Rp. 6.000.000,00 = Rp. 3.600.000,00 
Besamya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja adalah sebesar 
40% x Rp. 6.000.000,00 = Rp. 2.400.000,00 

- Jadi kekurangan yang masih harns dibayar oleh pengusaha sebesar seb~sah 
Rp. 10.000.000,00 dikurangi Rp. 3.600.000,00 = Rp. 6.400.000,00 
Sehingga uang yang diterima oleh pekerja pada saat PHK karena pensiun 
tersebut adalah : 

• Rp. 3.600.000,00 (santunan dari penyelenggara program pensiun yang 
preminya 60% dibayar oleh pengusaha) 

• Rp. 6.400.000,00 (berasal dari kekurangan pesangon yang harns dibayar 
oleh pengusaha) 

• Rp. 2.400.000,00 (santunan dari penyelenggara program pensiun yang 
preminya 40% dibayar oleh pekerja/buruh) 

+ 
Jumlah Rp. 12.400.000,00 (dua belasjuta empat ratus ribu rupiah) 
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Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja yang mengalami 

PHK karena memasuki usia pensiun pada program pensiun, maka dalam hal ini 

pengusaha wajib memberikan pekerja uang pesangon sebesar 2 (dua) kali 

ketentuan Pasal 156 ayat (2) UUK No. 13 Tahun 2003. Hal ini diatur dalam 

ketentuan Pasal167 ayat (5) UUK No. 13 Tahun 2003 . 

PHK dengan alasan-alasan pengajuan permohonan PHK kepada Lembaga 

Penye1esaian Hubungan Industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan 

sebagaimana terurai berikut dibawah ini yaitu: 

a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerjalburuh; 
b. Membujuk dan /atau menyuruh pekerjalburuh untuk melakukan perbuatan 

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 

(tiga) bulan berturut-turut atau lebih; 
d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerjalburuh; 
e. Memerintahkan pekerjalburuh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang 

diperjanjikan; atau 
f Memberikan pekerjaan yang membahayakanjiwa, keselamatan, kesehatan 

dan kesusilaan pekerjalburuh sedangkan pekerjaan tersebut tidak 
dicantumkan pada perjanjian kerja. 

Maka dalam hal ini pekerjalburuh berhak mendapatkan pesangon 2 (dua) kali 

ketentuan Pasal 156 ayat (2) UUK No.13 Tahun 2003. Hal ini sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Pasa1167 ayat (5) UUK No. 13 Tahun 2003. 

Pengajuan PHK oleh pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan, 

mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya 

setelah melampaui batas 12 (dua bel as) bulan, maka pekerja diberikan uang 

pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UUK No. 13 Tahun 2003. Hal 

ini diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 172 UUK No. 13 Tahun 2003 . 
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4. Uang Penghargaan Masa Kerja 

Uang penghargaan masa kerja adalah uang penghargaan dari pengusaha 

kepada pekerja yang besarnya dikaitkan dengan lamanya mas a kerja pekerja 

bekerja diperusahaan pengusaba. Perhitungan uang penghargaan masa kerja 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UUK No. 13 Tahun 2003 yaitu 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) UUK No. 13 Tahun 2003, 

di Pasal 156 ayat (3) UUK No. 13 Tahun 2003 menetapkan besamya uang masa 

penghargaan masa kerja bagi pekerja sebagai berikut: 

a. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 
(dua) bulan upah; 

b. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembi Ian) 
tahun, 3 (tiga) bulan upab; 

c. Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua beIas) 
tabun, 4 (empat) bulan upab; 

d. Masa kerja 12 (dua belas) tabun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima 
be]as) tahun, 5 bulan upab; 

e. Masa kerj a 15 (lima bel as) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan 
belas) tabun, 6 (enam) bulan upah; 

f. Masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua 
puluh satu) tabun, 7 bulan upab; 

g. Masa kerja 21(dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua 
puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah; 

h. Masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan 
upah. 

Selanjutnya pengusaha wajib membayar uang penghargaan masa kerja 1 

kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UUK No. 13 Tahun 2003 kepada pekerja/buruh 

yang mengalami PHK sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 160 ayat (3) UUK 

No. 13 Tahun 2003, yaitu bagi pekerja/ buruh seteJah 6 (enam) bulan tidak dapat 

melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya yang dikarenakan dalam proses 

perkara pi dana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 160 ayat (1) 

UUK No. 13 Tahun 2003 yaitu ditahannya pekerja/buruh oleh pihak yang 
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berwajib karena diduga melakukan tindak pi dana bukan atas pengaduan pihak 

pengusaha. Hal ini diatur berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (7) UUK No. 13 

Tahun 2003. 

Pekerjalburuh berhak atas uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) 

kali ketentuan Pasal156 ayat (3) UUK No. 13 Tahun 2003 dengan ketentuan bagi 

pekerja/buruh yang mengalami PHK oleh pihak pengusaha dengan alas an 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 161 ayat (1) UUK No. 13 Tahun 2003 . Yaitu 

dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam 

perjanjian kerja bersama. Hal ini diatur dalam ketentuan pas ala 161 ayat (3) UUK 

No. 13 Tahun 2003. 

Pekerjai buruh berhak atas uang penghargaan mas a kerja (1) satu kali 

ketentuan Pasal 156 ayat (3) UUK No. 13 Tahun 2003. Dalam hal PHK terhadap 

pekerja/buruh oleh pengusaha dengan adanya perubahan status, penggabungan, 

peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerjalburuh tidak 

bersedia melanjutkan hubungan kerja. Hal ini diatur sesuai dengan ketentuan 

Pasal 163 ayat (1) UUK No. 13 Tahun 2003. 

Pekerjalburuh berhak atas uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali 

ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3) UUK No. 13 Tahun 2003. Dalam hal PHK 

oleh pihak pengusaha terhadap pekerjalburuh karena perubahan status, 

penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaba tidak bersedia 

menerima pekerjalburuh diperusahaannya. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 

163 ayat (2) UUK No. 13 Tahun 2003. 
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PHK terhadap pekeIjalburuh oleh pihak pengusaha tutupnya perusahaan 

yang disebabkan perusahaan mengalarni kerugian secara terus rnenerus selarna 2 

(dua) tahun, keadaan rnemaksa (force majeur), sesuai dengan ketentuan Pasa1164 

ayat (1) UUK No. 13 Tahun 2003, maka bagi pekeIjalburuh berhak mendapatkan 

uang penghargaan mas a keIja 1 (satu) kali ketentuan Pasa1156 ayat (3) UUK No. 

13 tahun 2003. 

Pekerjalburuh berhak atas uang penghargaan rnasa keIja sebesar 1 (satu) 

kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UUK No. 13 Tahun 2003, dalam hal PHK 

terhadap pekerjalburuh oleh pihak pengusaha yang dikarenakan tutupnya 

perusahaan bukan karena mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut 

atau bukan karena keadaan yang memaksa (force Majeur). Tetapi yang 

dikarenakan perusahaan melakukan efisiensi. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 

164 ayat (3) UUK No. 13 Tahun 2003. 

PHK terhadap pekeIjalburuh o]eh pihak pengusaha yang dikarenakan 

perusahaan pailit, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 UUK No. 13 Tahun 

2003, PekeIjalburuh berhak atas uang penghargaan rnasa kerja sebesar 1 (satu) 

kali ketentuan Pasal156 ayat 3 UUK No. 13 Tahun 2003. 

Pekerjalburuh berhak atas uang penghargaan rnasa keIja sebesar 1 (satu) 

kali ketentuan Pasa] '156 ayat (3) UUK No. 13 Tahun 2003 dalam hal hubungan 

keIja berakhir karena pekerjalburuh meninggal dunia, kepada ahli warisnya 

diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sarna dengan ketentuan I 

(satu) kali ketentuan uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 
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156 ayat (3) UUK No. 13 Tahun 2003. Hal ini diatur sesuai dengan ketentuan 

Pasal 166 UUK No. 13 Tahun 2003. 

Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang 

mengalami PHK karena usia pensiun pad a program pensiun, maka pengusaha 

wajib memberikan kepada pekerja uang penghargaan mas a kerja 1 (satu) kali 

ketentuan Pasal 156 ayat (3) UUK No. 13 Tahun 2003. Hal ini sesuai dengan 

ketentuan Pasal 167 ayat (5) UUK No. 13 Tahun 2003. 

Sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) UUK No. 13 Tahun 2003 menyatakan 

bahwa Pekerja/buruh berhak mendapat uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali 

ketentuan Pasal 156 ayat (3) UUK No. 13 Tahun 2003 yaitu dalam hal 

pekerja/buruh mengajukan PHK kepada Lembaga Penyelesaian Hubungan 

Industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal169 ayat (I ) UUK No. 13 Tahun 2003 yaitu sebagai berikut: 

a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh; 
b. Membujuk dan latau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan 

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 

(tiga) bulan berturut-turut atau lebih; 
d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekeIja/buruh; 
e. Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang 

dipeIjanjikan; atau 
f. Memberikan pekerjaan yang membahayakanjiwa, keselamatan, kesehatan, 

dan kesusilaan pekeIja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak 
dicantumkan pada perjanjian kerja. 

Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat 

kecelakaan kerjadan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 

12 (duabelas) bulan, rnaka bagi pekeIjalburuh dapat rnengajukan PHK dan 

pekerja/buruh diberikan uang penrnghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan 
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Pasal 156 ayat (3) UUK No. 13 Tahun 2003 . Hal ini diatur sesuai dengan 

ketentuan Pasal 172 UUK No. 13 Tahun 2003 . 

5. Uang Penggantian Hak. 

Dang penggantian hak adalah pemberian berupa uang dari pihak 

pengusaha kepada pekeIja sebagai pengganti dari hak-hak yang belum diambil 

oleh pekerja. Pasal 156 ayat (4) UUK No. 13 Tahun 2003 menjelaskan uang 

penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaiman dimaksud pada Pasal 156 

ayat (1) UUK No. 13 Tahun 2003 meliputi : 

a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; 
b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat 

dimana pekerja/buruh diterima bekerja; 
c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% 

(limabelas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan 
masa kerja bagi yang memenuhi syarat; 

d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan 
atau perjanjian keIja bersama. 

Selanjutnya berdasarkan atas ketentuan Pasal 158 ayat (3) UUK No. 13 

Tahun 2003 menyatakan bagi pekeIja/buruh dapat memperoleh uang penggantian 

hak sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan UUK No. 13 Tahun 2003 Pasal 

156 ayat (4), terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah 

melakukan kesalahan berat sebagaimana terurai berikut dibawah ini : 

a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan ataul uang 
milik perusahaan; 

b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan 
perusahaan; 

c. Mabuk, meminum-minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau 
mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya 
dilingkungan kerja; 

d. Melakukan perbuatan asusila atau peIjudian dilingkungan kerja; 
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e. Menyerang, rnenganiaya, rnengancarn atau rnengintirnidasi ternan sekerja 
atau pengusaha dilingkungan kerja; 

f. Mernbujuk ternan sekerja atau pengusaha untuk rnelakukan perbuatan 
perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 

g. Dengan ceroboh atau sengaja rnerusak atau rnernbiarkan dalarn keadaan 
bahaya barang rnilik perusahaan yang rnenirnbulkan kerugian bagi 
perusahaan; 

h. Denga ceroboh atau sengaja rnernbiarkan ternan sekerja atau pengusaha 
dalarn keadaan bahaya diternpat kerja; 

1. Mernbongkar atau rnernbocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya 
dirabasiakan kecuali untuk kepentingan; atau 

J. Melakukan perbuatan lainnya dilingkungan perusahaan yang diancarn 
penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

Kesalahan berat sebagaimana dirnaksud ayat (1) tersebut diatas harus 

didukung dengan bukti sebagairnana diatur dalarn ketentuan Pasal 158 ayat (2) 

UUK No. 13 Tahun 2003, yaitu : 

a. Pekerja/buruh tertangkap tangan; 
b. Ada pengakuan dari pekeIja/buruh yang bersangkutan; atau 
c. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang 

berwenang diperusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh 
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. 

Selanjutnya ketentuan Pasal 162 ayat (1) UUK No. 13 Tabun 2003 rnengatur 

bagi pekeIjalburuh yang rnengundurkan diri atas kemauan pekerjalburuh itu 

sendiri, rnaka ia mernperoleh uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 

156 ayat (4) UUK No. 13 Tahun 2003. 

PHK terhadap pekerjalburuh oIeh pihak pengusaha, dalarn hal terjadinya 

perubahan status penggabungan, peleburan, atau perubahan kepernilikan 

perusahaan, dan dalarn hal ini pekeIjalburuh tidak bersedia rnelanjutkan hubungan 

kerja. Sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) UUK No. 13 Tahun 2003 

pekerjalburuh yang bersangkutan memperoleh uang penggantian hak sesuai 

dengan PasaI 156 ayat (4) UUK No. 13 Tahun 2003. 
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PHK terhadap pekerjalburuh oleh pengusaha karena perubahan status, 

penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pekerja tidak bersedia menerima 

pekerjalburuh diperusahaannya, maka pekerjalburuh berhak atas uang 

penggantian hak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) UUK No. 13 

Tahun 2003. Hal ini diatur sesuai dengan ketentuan Pasal163 ayat (2) UUK No. 

13 Tahun 2003. 

PHK. terhadap pekerjalburuh oleh pihak pengusaha karena perusahaan tutup 

yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 

(dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan 

pekerjalburuh berhak atas uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 

156 ayat (4) UUK No. 13 Tahun 2003. Hal ini diatur dalam Pasal 164 ayat (1) 

UUK No. 13 Tahun 2003. 

PHK. terhadap pekerjalburuh oleh pengusaha karena tutupnya perusahaan 

bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena 

keadaan mernaksa (force majeur), tetapi yang dikarenakan perusahaan melakukan 

efisiensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UUK No. 13 Tahun 

2003, pekerjalburuh memperoleh uang penggantian hak dengan ketentuan Pasal 

156 ayat ayat (4) UUK No. 13 Tahun 2003. 

PHK. terhadap pekerjalburuh oleh pihak pengusaha karena pailitnya 

perusahaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 UUK No. 13 Tahun 2003 maka 

pekerjalburuh memperoleh uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 

156 ayat (4) UUK No. 13 Tahun 2003. 
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Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, 

sesuai dengan Pasal 166 UUK No. 13 Tahun 2003 kepada ahli warisnya diberikan 

sejumlah uang yang perhitungannya sarna dengan uang penggantian hak sesuai 

dengan Pasal156 ayat (4) UUK No. 13 Tahun 2003. 

PHK karena pekerja/buruh oleh pihak pengusaha karena memasukinya usia 

pensiun dan dalam hal ini apabila pihak pengusaha telah mengikutkan 

pekerja/buruh pad a program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pihak 

pengusaha, maka pekerja/buruh tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai 

dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) UUK No. 13 Tahun 2003. Hal ini diatur 

sesuai dengan Pasal 167 ayat (1) UUK No. 13 Tahun 2003. 

Dalarn hal pengusaha tidak rnengikutsertakan pekerja/buruh yang 

rnengalami PHK karena usia pensiun pada program pensiun,sesuai dengan 

ketentuan Pasal 167 ayat (5) UUK No. 13 Tahun 2003, maka pengusaha wajib 

memberikan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) 

UUK No. 13 Tahun 2003. 

Pekerj·alburuh berhak mendapatkan uang penggantian hak sesuai dengan 

Pasal 156 ayat (4) UUK No. 13 Tahun 2003 terhadap pekerjalburuh yang 

mengalami PHK dengan alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 169 ayat (1) 

UUK No. 13 Tahun 2003 yaitu dalam hal pekerjalburuh mengajukan PHK 

kelembaga penyelesaian hubungan industrial dalam pengusaha melakukan 

perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal169 ayat (2) UUK No. 13 Tahun 

2003 yaitu: 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ... WILMARTIN MANOPPO



33 

a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerjalburuh~ 
b. Membujuk dan latau menyuruh pekerjalburuh untuk melakukan perbuatan 

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c. Tidak membayar upab tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 

(tiga) bulan berturut-turut atau lebih; 
d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh; 
e. Memerintahkan pekerjalburuh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang 

diperjanjikan; atau 
f Memberikan pekerjaan yang membahayakan j iwa, keselamatan, kesehatan, 

dan kesusilaan pekerjalburuh sedangkan pekerjaan tersebut tidak 
dicantumkan pada perjanjian kerja. 

Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat 

akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah 

melampaui batas 12 (duabelas) bulan dapat mengajukan PHK dan diberikan uang 

penggantian hak l(satu) satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) UUK No. 13 Tahun 

2003. Hal ini diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 172 UUK No. 13 Tabun 2003. 

6. Komponen Upah. 

Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang 

pesangon, uang pengbargaan masa kerja, dan uang penggantian bak yang 

seharusnya diterima pekerjalburuh dalam Pasal 157 ayat (1) UUK No. 13 Tabun 
.. 

2003 menyatakan terdiri atas: 

a. Upah pokok; 
b. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan 

kepada pekerjalburub dan keluarganya, termasuk barga pembelian dari 
catu yang diberikan kepada pekerjalburuh secara cuma-cuma, yang 
apabila catu hams dibayarkan pekerjalburuh dengan subsidi, maka 
sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang 
barus dibayar oleh pekerjalburuh; 
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Dalam hal penghasilan pekerjalburuh dibayarkan atas dasar perhitungan 

harian, maka penghasilan sebulan adalah sarna dengan 30 kali penghasilan 

sebulan.hal ini diatur sesuai dengan Pasal 157 ayat (2) UUK No. 13 Tahun 2003. 

Dalam hal upah pekerjalburuh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan 

hasil, potonganiborongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sarna 

dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 (duabelas ) bulan terakhir, dengan 

ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau 

kabupatenlkota. Hal ini diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UUK 

No. 13 Tahun 2003. 

Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya 

didasarkan pada upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari 

upah rata-rata 12 (duabelas) bulan terakhir. Hal ini diatur sesuai dengan Pasal 157 

ayat (4) UUK No. 13 Tahun 2003. 
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BABID 

UPA Y A HUKUM TENAGA KERJA UNTUK MENDAPATKAN HAKNY A 

1. Situasi Penyelesaian Hubungan Ketenagakerjaan 

Sebagaimana diuraikan pad a Bab II titik tolak pennasalahan di dunia 

ketenagakerjaan adalah semenjak terjadinya PHK bagi pekerja, maka dimulailah 

masa sulit bagi pekerja dan keluarganya. Oleh karen a itu untuk membantu atau 

setidak-tidaknya mengurangi beban buruh yang di PHK, UUK No. 13 Tahun 2003 

yaitu di Pasal 156 rnewajibkanimengharuskan pengusaba untuk memberikan uang 

pesangon, uang pengbargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang 

seharusnya diterima oleh pekerja apabila pekerja merasa ada kebohongan dalam 

hak pekerja yang tidak diterima dengan semestinya. 

Pertentangan atau ketidaksepabarnan antara pihak pengusaha dengan 

pekerja yang merasa ada kebohongan dalam menerima haknya yang tidak 

diterima dengan semestinya pada hakikatnya adalah perselisihan hubungan 

industrial sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 22 UUK No. 13 

Tahun 2003 sebagai berikut : 

"Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang 
mengakibatkan pertentangan antara pengusaba atau gabungan pengusaha 
dengan pekerja/buruh atau serikat pekerjalserikat buruh karena adanya 
perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan 
pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antara serikat pekerjalserikat 
buruh hanya dalam satu perusahaan". 

Mengamati ketentuan pasala 1 angka 22 Undang-Undang yang sarna 

tersebut maka dapat diketahui bahwa yang menjadi pihak dalam perselisihan 

tersebut adalah pengusaba atau gabungan pengusaha dengan pekerja perorangan 
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atau serikat pekerjalserikat buruh, dengan demikian Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan lebih memberikan jaminan kepada pekerja 

perorangan. Khususnya bagi pekerja yang belum tergabung atau belum 

membentuk serikat pekerjalserikat buruh untuk dapat menjadi para pihak dalam 

perselisihan hubungan industrial, yaitu dalam hal upaya pemenuhan hak-hak 

normatif pekerja yang merasa ada kebohongan dalam penerimaan hak pekerja 

yang tidak diterma dengan semestinya dengan ketentuan sesuai dengan Undang-

Undang yang berlaku. UUK No. 13 Tahun 2003 menggunakan istilah 

"pengusaha" bagi si pemberi kerja dan "pekerja/buruh" untuk penerima kerja dan 

pengertian hubungan hubungan industrial untuk pengertian hubungan perburuhan. 

Sedangkan apa yang dimaksud dengan Lembaga Penyelesaian hubtiflgan 

Industrial dalam Ketentuan Umum maupun dalam Penjelasan Umum dan 

Penjelasan Pasal demi Pas aI, tidak ditemukannya rumusan pengertian dari 

Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial. Pasal 191 BAB xvn Ketentuan 

Peralihan UUK No. 13 Tahun 2003 menyatakan : 

"Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan 
peraturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang ini". 

Seperti juga halnya penjelasan Pasal 191 BAB xvn Ketentuan Peralihan 

UUK No. 13 Tahun 2003 menetapkan bahwasanya : 

"yang dimaksud peraturan pelaksanaan dari berbagai Undang-Undang ini 
adalah peraturan pelaksanaan dari berbagai Undang-Undang di bidang 
ketenagakerjaan baik yang sudah dicabut maupun yang masih berlaku. 
Dalam hal peraturan pelaksanaan belum dicabut atau diganti berdasakan 
Undang-Undang ini agar tidak terjadi kekosongan hukurn, maka dalam 
Pasal ini tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang
Undang ini. 
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Demikian pula, apabila terjadi suatu peristiwa atau kasus ketenagakerjaan 
sebelum Undang-Undang ini berlaku dan masih dalam proses penyelesaian 
pada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka sesuai 
dengan azas legalitas, terhadap peristiwa atau kasus ketenagakerjaan 
tersebut dise1esaikan berdasarkan peraturan pelaksanaan yang ada sebelum 
ditetapkannya undang-undang ini" . 

Peraturan perundang-undangan dalam lapangan ketenagakerjaan hams 

benar-benar dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan. Sehubungan dengan 

itu adanya perundang-undangan hams memenuhi syarat. Azas-azas umum 

perundang-undangan yang baik, yang menurut 1. eVan Der Vlies dalam Bukunya 

Handboek Wetgeving tahun 1991, azas-azas itu adalah sebagai berikut10 
: 

a. Het beginzel van duidelijke doellsteing (azas tujuan yangje1as). 

b. Het beginsel vanjuiste orgaan (azas Lembaga yang tepat). 

c. Het noot zakelikjheidsbeginsel (azas perlunya pengaturan). 

d. Het beginsel van de uitvoorbaarheid (azas bahwa peraturan dapat 

dilaksanakan). 

e. Het beginsel van de consensus ( azas consensus). 

f. Het beginsel van duiddelijke terrninologi en duiddelijke systematik (azas 

kejelasan terrninologi dan sistematika). 

g. Het beginsel van de kenbaarheid (azas bahwa perundang-undangan mudah 

dikenali). 

h. Het rechtszikerheidbeginseI (azas kepastian hukum). 

10 A. Hamid Attamini, PermIan Kepulusal1 Presiden R1 Da/am Penye/enggaraan 
Pemerilllahan Negara, 1990, H. 30. (sesuai dengan rujukan penulisan Lanny Ramly, 
Perryeiesaian Hubungan Kerja Tanpa izin, Yuridika. No. 1 & 2 Tahun XIII, Jan-April 1998, h. 4]-
42.) 
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1. Het rechtszikerheidsbeginsel dat gerechtvaardigde verwactingen 

gehonoreed moeten woorden (azas harus menghormati pengharapan yang 

wajar). 

J. Beginsel van de individual rechtsbedeling (azas pelaksanaan hukum sesuai 

dengan keadaan individual). 

k. Het beginsel dat gerechtvaardigde verwactingen gehonoreed moeten 

woorden (azas hams menghormati pengharapan yang wajar). 

Agar mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik dalarn bidang 

ketenagakeIjaan, maka berdasarkan azas-azas tersebut kiranya azas yang paling 

penting dalam kaitan ini yaitu azas kepastian hukum, azas Lembaga yang 

tepat,azas kejelasan terminologi, serta azas bahwa peraturan dapat dilaksanakan. 

Dengan peraturan perundang-undangan yang jelas mengatur badan yang 

menangani sengketa khususnya kasus sengketa pekeIja merasa ada kebohongan 

dalam hak pekeIja yang tidak diterima dengan semestinya, maka akan terjarnin 

kepastian hukum dan keadilan bagi pekeIja. 

2. Upaya Hukum Pekerja 

UUK No. 13 Tahun 2003 Bagian Kedelapan Lembaga Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial Paragraf 1 Perselisihan Hubungan Industrial 

Pasal (136) menyatakan : 

"Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh 
pengusaha dan pekerjalburuh atau serikat peketjalburub secara 
musyawarah untuk mufakat". 
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Selanjutnya ayat (2) Undang-Undang yang sama menyatakan : 

"Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan 
pekerjalburuh atau serikat pekerjalserikat buruh menyelesaikan 
perselisihan hubungan industrial melalui proses prosedur penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan Undang-Undang". 

Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 

Tentang Ketenagakerjaan tentang tata cara penyelesaian perselisihan perburuhan 

masih diberlakukan mengingat, UUK No. 13 Tahun 2003, penjelasan Pasal 191 

menyatakan masih dalam proses penyelesaian pada Lembaga Penyelesaian 

Hubungan Industrial, maka sesuai dengan azas legalitas, terhadap peraturan 

pelaksanaan yang ada sebelum ditetapkannya Undang-Undang ini. Dan mengingat 

dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan, masalah 

penyelesaian hubungan industrial belum dapat ditampung sepenuhnya tata 

caralmekanisme penyelesaian secara menyeluruh. 

Perselisihan permasalahan pekerja merasa ada kebohongan dalam hak 

pekerja yang tidak diterima dengan semestinya hams diselesaikan melalui upaya 

penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1957, 

yaitu melalui bipartite, konsiliasi, mediasi, arbitrasi, P4 Daerah atau P4 pusat. 

Penyelesaian secara bipartite berarti penyelesaian penyelesaian secara 

damai/musyawarah/perundingan antara pihak tanpa adanya campur tangan dari 

pihak ketiga. Penyelesaian secara konsiliasi berarti penyelesaian secara damai 

dengan melibatkan pihak ketiga konsiliator yang berfungsi sebagai juru damai, 

keputusan tetap diserahkan kepada para pihak yang berselisih. Penyelesaian 

secara arbitrasi juga merupakan penyelesaian secara damai dengan melibatkan 
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arbitrator (pihak ketiga) yang mempunyai wewenang untuk memberikan putusan 

yang bersifat mengikat para pihak. Fungsi kosiliator, mediator maupun arbitrator 

menurnt Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 dapat diperankan oleh Pegawai 

Perantara Departemen Tenaga Kerja. Prosedur yang harus dilalui apabila terjadi 

perselisihan antara buruh dan pengusaha adalah sebagai berikutll : 

1. Penyelesaian secara bipartite, yaitu upaya penyelesaian melalui 

musyawarah/perundingan; 

2. Penyelesaian tripartite, yaitu upaya penyelesaian dengan melibatkan pihak 

ketiga, dalam hal ini pemerintah, maka yang harns dilalui. 

Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 Pasa12 ayat (1) menyatakan : 

"Bilaman terjadi perselisihan perburuhan maka serikat pekerja dan 
majikan mencari penyelesaian perselisihan secara damai dengan jalan 
perundingan". 

Selanjutnya ayat (2) Undang-Undang yang sarna menyatakan : 

"Persetujuan yabg tercapai dari perundingan itu dapat disusun menjadi 
perjanjian perburuhan menurut ketentuan ketentuan yang tercanturn dalam 
Undang-Undang perjanjian perburuhan". 

Apabila Perselisihan permasalahan pekerja merasa ada kebohongan dalam 

hak pekerja yang tidak diterima dengan semestinya itu tidak dapat diselesaikan 

sendiri secara damai oleh kedua belah pihak, maka dapat dimintakan bantuan 

perantaraan untuk mendamaikan melalui pegawai perantara Pegawai perantara 

adalah pegawai Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga 

Kerja untuk memberikan perantaraan dalam penyelesaian perselisihan 

11 Endang Rokhani, Pengetahuan Dasar Tentang Hak-Hak Buruh. Tim PMK-HKBP, 
Jakarta, P.T. Yakoma-PGI, Jakarta Cet. IY.2000. H. 56-57. 
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perburuhan12
. Dalam hal ini, pihak pekerja yang merasa tidak puas atas 

kebijaksanaan pimpinan perusahaan, dapat menyatakan ketidakpuasannya itu 

secara resmi, baik lisan maupun tertulis melalui perwakilan yang mereka tunjuk 

(misalnya pengurus SPSI setempat). Pemyataan atau pemberitahuan itu 

sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 22 

Tahun 1957 adalah keinginan dari wakil-wakil pekerja untuk mendapatkan 

penyelesaian perselisihan melalui jasa pegawai perantara yang selengkapnya 

berbunyi : 

Ayat (1) 
"Jika didalam perundingan itu oleh pihak-pihak yang berselisih sendiri 
tidak dapat diperoleh penyelesaian, serta mereka tidak bermaksud untuk 
menyerahkan perselisihan mereka untuk diselesaikan dengan arbitrasi oleh 
juruldewan pemisah, seperti dimaksudkan pada PasaI 19 dan seterusnya, 
maka hal demikian oleh pihak-pihak tersebut atau oleh salah satu dari 
mereka, diberitahukan dengan surat kepada pegawai". 

ayat (2) 
"Pemberitahuan termaksud pada ayat diatas berarti permintaan kepada 
pegawai tersebut untuk memberikan perantaraan guna mencari 
penyelesaian dalam perselisihan tersebut, perantaraan mana harns 
diberikan" . 

Dengan keterlibatan pegawai perantara (yang ditunjuk oleh departemen 

teknis c.q. Depnaker) diharapkan para pihak yang berselisih akan dapat mencapai 

titik temu dan kesepakatan. Keputusan-keputusan yang disepakati melalui jasa 

perantaraan itu mempunyai kekuatan hukum sebagai perjanjian perburuhan13 . 

Namun demikian pabila berdasarkan hasil penyelidikan dan perundingan-

perundingan diantara para pihak yang berselisih itu temyata belum dapat 

12 Sendjun H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Kelellagakerjaan Illdonesia, Rineka Cipta, 
Jakarta, 1996, h. 95 . (sesuai dengan rujukan penulisan Machsoen Ali, Perselisihan Perbunthan 
Dan Mekanisme Penyelesaiannya, Yuridika, Vol. 15, No. 3, Mei-Juni 2000, h. 211 .) 

131ihat : Pasal4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tabun 1957. 
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diselesaikan, maka pada tingkat selanjutnya perselisihan yang ditangani oleh 

pegawai perantara itupun harus dilimpahkan secara resmi kepada instansi lebih 

tinggi yang berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan yaitu P4 D. 

sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang yang selengkapnya berbunyi 

14. 

"Jika pegawai berpendapat bahwa suatu perselisihan tidak dapat 
diselesaikan dengan perantaraan olehnya, maka hal itu oleh pegawai 
segerah diserahkan kepada Panitia Daerah". 

Perselisihan perburuhan yang tidak dapat diselesaikan dengan perundingan 

dan oleh pihak yang berselisih tidak menyerahkan kepada juru atau dewan 

pemisah, maIm para pihak atau salah satu dari mereka memberitahukan dengan 

surat kepada pegawai perantara kantor Depnaker setempat. Pemberitahuan ini 

sekaligus sebagai permintaan kepada pegawai perantara Kantor Depnaker untuk 

memberikan perantaraan terhadap perselisihan perburuhan yang terjad. 

Selanjutnya langkah yang dilakukan adalah l5 
: 

Perantaraan waj ib diberikan dimulai dengan mengadakan penyelidikan tentang 

duduk perkara sesungguhnya; 

1. Dalam waktu tujuh hari selambat-Iambatnya pegawal perantara 

mengadakan perundingan dengan pihak-pihak yang berselisih dan 

mengusahakan serta memimpin perundiogan antara para pihak-pihak yang 

berselisih dan mengusahakan serta memimpin perundiogan antara pihak-

pihak itu kearah mencapai penyelesaian secara damai, artinya mencapai 

14 Machsoen Ali, Perselisihan Perburuhan Dan Mekanisme Penyelesaiallllya. Yuridika. 
Vol. 15, No. 3, Mei-Juru ~OOO, h\ 211-212. 

, IS Lalu ~u~,Pengantar Hukum Ketenagakerjaan"PT RajaGrafindo Persada, 
Jakarta,Cet.3, Januan 2003 . h. 95-96. 
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persesuaian paham antara pihak-pihak itu. Jika pegawai perantara berhasil 

mendamaikan para pihak, maka hasil perdamaiannya tersebut dapat 

dituangkan dalam isi perjanjian perburuhanIKKB. 

2. Jika perundingan itu tidak menghasilkan persetujuan dan karena pegawai 

perantara berpendapat bahwa perselisihan itu tidak dapat diselesaiakan 

dengan perantaraan olehnya, maka perselisihan itu segerah diserahkan 

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4 D) atau disebut pula 

dengan istilah panitia daerah dengan memberitahukan hal itu kepada 

pihak-pihak yang bersangkutan. 

3. Panitia daerah pertama-tama juga memberikan perantaraan yaitu segera 

setelah menerima penyerahan perselisihan, mengadakan perundingan 

dengan pihak yang berselisih untuk penyelesaian secara damai, jika 

berhasil maka hasil perdamain dapat dituangkan dalam isi perjanjian 

perburuhanIKKB. 

4. Jika perundingan tidak menghasilkan persetujuan, panitia daerah bersiap

siap mengambil putusan baik yang betsifat anjuran maupun yang bersifat 

mengikat. Putusan yang bersifat anjuran yakni menganjurkan pihak-pihak 

yang berselisih agar menerima penyelesaian menurut ketentuan yang 

dimuat dalam putusan itu. Jika panitia daerah berpendapat bahwa 

penyelesaian itu sukar diselesaikan dengan putusan yang bersifat anjuran, 

maka panitia daerah memberikan putusan yang bersifat mengikat. Dalam 

mengambil keputusan panitia daerah menimbang dengan mengingat 

hukum, peIjanjian yang ada, kebiasaan, keadilan, dan kepentingan negara. 
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5. Jika putusan itu tidak dilaksanakan secara sukarela, maka untuj 

menjalankan putusan itu, oleh yang bersangkutan dapat dimintakan 

pengadadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pihak terhadap siapa 

putusan itu harns dijalankan, supaya putusan itu dinyatakan dapat 

dij alankan. 

6. Terhadap putusan panitia daerah yang bersifat mengikat itu, dalam jangka 

waktu 14 hari setelah putusan diambil, salah satu pihak yang berselisih 

dapat meminta pemeriksaan ulangan kepada panitia pusat, kecuali bila 

menurut pendapat panitia pusat, putusan itu mengenai soal khusus yang 

bersifat local. 

7. Dalam waktu 14 hari sejak putusan putusan itu diambil, Menteri Tenaga 

Kerja dapat membatalkan atau menunda pelaksanaan putusan, apabila · 

dipandang perlu untuk memelihara ketertiban umum dan atau untuk 

melindungi kepentingan negara. 

3. Upaya Penyelesaian Melalui P4 D 

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (selanjutnya disebut 

P4 D) adalah institusi yang ditugasi untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan 

pabila para pihak yang berselisih itu tidak dapat didamaikan melalui jasa perantara 

pegawai yang ditunjuk. Pelimpahan penyelesaian perselisihan kepada P4 D harus 

dibuat secara tertulis dalam bentuk surat perjanjian di antara kedua belah pihak 

yang dilakukan dihadapan P4D, yang antara lain memuat : 
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a) Pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan dan dimintakan 

penyelesaiannya; 

b) Nama-nama pengurus atau wakil-wakil buruh dan majikan, serta tempat 

kedudukan mereka; 

c) Siapa yang ditunjuk sebagai juru pemisah atau dewan pemisah, serta 

domisilinya; 

d) Bahwa kedua belah pihak akan tunduk kepada keputusan yang diambil 

olehjuru pemisahlpendamai, dalam hal ini adalah P4 D16. 

Selanjutnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1957 maka: 

1. P4 D wajib melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan perselisihan 

dengan menggunakan segala daya upaya berdasarkan hukum-hukum 

perjanj ian, kebiasaan, dan keadilan serta kepentingan negara; 

2. P4 D berhak memberikan putusan yang bempa anjuran kepada para pihak 

untuk menerima penyelesaian tertentu; 

3. P4 D berhak memberikan putusan yang bersifat mengikat apabila 

perselisihan dimaksud sulit untuk diselesaikan berdasarkan putusan yang 

bersifat anjuran. 

Adapun putusan P4D sekurang-kurangnya hams memuat17 
: 

a. Nama para pihak yang berselisih berikut tempat kedudukannya; 

16 G. Kartasapoetra, Pokok-pokok HlIkllm PerbumhaJ/ ", Arrnico, Bandung 1982, h. 142-
143. (sesuai dengan rujukan penulisan Machsoen Ali, Perselisihan Perbumhan Dan Mekallisme 
Penyelesaiannya, Yuridika, Vol. 15, No.3, Mei-Juni 2000, h. 211-212) 

17 Lihat: Pasal9 ayat (1 ) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957. 
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b. Kronologi tuntutan, balasan-balasan serta penjelasan-penjelasan dari kedua 

belah pihak; 

c. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari putusan P4 D; 

d. Pokok putusan yang menyatakan bahwa putusan tersebut bersifat anjuran 

atau mengikat. 

Mengenai putusan P4 D yang bersifat mengikat, diatur dalam Pasal 10 antara lain 

menyebutkan : 

1. Putusan P4 D yang rnengikat dianggap berlaku efektif jika dalam waktu 14 

hari setelah ditetapkan tidak dirnintakan pemeriksaan ulang kepada panitia 

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat; 

2. Apabila diperlukan putusan P4 D dapat dimintakan "fiat eksekusi" kepada 

Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi ternpat kedudukan, 

hak terhadap siapa putusan termaksud akan dijalankan. 

3. Jika "fiat eksekusi" telah diperoleh maka putusan P4 D dapat dijalankan 

sebagaimana putusan perdata. 

Persetujuan dan kesepakatan para pihak yang telah tercapai melalui jasa 

perantaraan P4 D rnernpunyai kekuatan yang hukum yang sarna dengan perjanjian 

perburuhan 18. 

4. Upaya Penyelesaian Melalui P4 P 

Apabila para pihak yang terlibat dalam perselisihan masih merasa tidak 

puas terhadap putusan P4 D maka dapat dilakukan upaya penyelesaian 

IS Lihat: Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 
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perselisihan melalui institusi banding yaitu P4 P. Penyelesaian perselisihan 

perburuhan yang dimintakan pemeriksaan ulang kepada P4 P, diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 Pasal 11 yaitu: 

Ayat (1) 
"Terhadap putusan Panitia Daerah yang bersifat mengikat, keeuali bila 
putusan itu mengenai soal-soal yang khusus bersifat lokal, yang ditentukan 
oleh Panitia Pusat, dalam 14 hari setelah putusan itu diambil, salah satu 
pihak yang berselisih dapat memintakan pemeriksaan ulangan pada panitia 
pusat" . 

Ayat (2) 
"Permintaan pemeriksaan ulangan . dinyatakan pada panitera Panitia 
Daerah yang bersangkutan, yang meneatatnya da]am daftar yang 
disediakan untuk itu dan lantas meneruskannya ke Panitia Pusat disertai 
surat-surat yang berhubungan dengan perkaranya". 

Ayat (3) 
"Panitia Pusat dapat menarik suatu perselisihan perburuhan dari tangan 
pegawai PegawailPanitia Daerah untuk diselesaikan, bila perselisihan 
perburuhan itu menurut Panitia Pusat dapat membahayakan kepentingan 
negara atau kepentingan umum, penarikan mana diberitahukan kepada 
PegawaiIPanitia Daerah serta pihak-pihak yang berselisih". 

Pad a Pasal diatas (ayat 1) kriteria istilah perselisihan yang khusus bersifat 

lokal dapat diterapkan berdasarkan rambu-rambu sebagai berikut : 

Pengertian lokal ditetapkan melalui rumusan formulasi abstrak yang harns 

dianggap telah meneakup semua permasalahan. (eara ini bersifat statis 

sehingga tidak memberikan peluang bagi perubahan-perubahan dalam 

hukum ketenagakerjaan yang seharusnya bersifat dinamis). 

Pengertian lokal diserahkan kepada instansi terkait yang memutus perkara 

perselisihan, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua fakta 

yang sedang dihadapi . Ceara ini lebih akseptable karena perselisihan lokal 
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pada umumnya mengandung unsur yang dinamis dan mengarah pada 

perubahan-perubahan yang sesuai dengan keinginan masyarakat). 

Putusan yang ditetapkan oleh P4 P dalam hal penggunaan dasar-dasar 

pertimbangan hukumnya, tidak berbeda dengan cara kerja dan putusan P4 D. 

hanya saja, di dalam subtansinya tidak memuat putusan yang bersifat 

"menganjurkan" karen a putusan P4 P selamanya bersifat mengikat, yang berarti 

tidak dapat dirnintakan banding. Sebagaimana dijelaskan melalui Pasal 13 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 yaitu bahwa : 

"Putusan Panitia Pusat bersifat mengikat dan dapat mulai dilaksanakan 
bila dalam 14 hari setelah putusan itu diambil, Menteri Perburuhan tidak 
membatalkan putusan atau menunda pelaksanaan putusan itu". Dalam 14 
hari itu, Menteri Perburuhan (sekarang Menteri Tenaga Kerja) dapat 
membatalkan atau menunda pelaksanaannya; jika demikian itu 
dipandangnya perlu untuk memelihara ketertiban umum dan melindungi 
kepentingan negara19

. 

Dari bunyi Pasal 13 diatas, walaupun tidak ada lagi upaya banding akan 

tetapi masih ada mekanisme terakhir yang hanya diberlakukan pada situasi khusus 

berkenaan dengan kepentingan dan keselamatan negara yaitu Kebijaksanaan 

Menteri, yang membidangi departemen teknis yang bersangkutan c.q. Depnaker. 

5. Kebijaksanaan Menteri Tenaga Kerja 

Dalam situasi tertentu, MENAKER berwenang membatalkan atau 

menunda pelaksanaan putusan yang telah ditetapkan oleh P4 P yaitu dikenal 

19 Lanny Ramli, Pengaturan KetenagakeIjaan Di Indonesia, Airlangga University Press, 
Surabaya, 1998, h. 45. (sesuai dengan rujukan penulisan Machsoen Ali, Perselisihan Perbunthan 
Dan Mekanisme Penye/esaiamrya, Yuridika, Vol. 15, No. 3, Mei-Juni 2000, h. 213-214) 
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sebagai "hak veto". Wewenang 1m diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1957Pasal17yaitu2o : 

Ayat (1) 
"Menteri Perburuban dapat membatalkan atau menunda pelaksanaan suatu 
putusan Panitia Pusat, jika yang demikian itu dipandangnya perlu untuk 
memelihara ketertiban umum serta melindungi kepentingan-kepentingan 
negara". 

Ayat (2) 
"Pembatalan atau penundaan pelaksanaan putusan tersebut dalam ayat (1 ) 
diambil setelah Menteri Perburuhan berunding dengan menteri-menterinya 
yang kementeriannya mempunyai wakil dalam panitia pusat". 

Ayat (3) 
"Dalam surat keputusan pembatalan atau penundaan pelaksanaan putusan 
Panitia Pusat, diatur pula akibat-akibat dari pembatalan atau penundaan 
itu". 

Ayat (4) 
"Dimana perlu keputusan yang mengatur akibat-akibat pembatalan atau 
penundaan dapat dilaksanakan sebagai putusan Panitia Pusat". 

6. Upaya Penyelesaian Melalui Arbitrasi 

Upaya penyelesaian perselisihan perburuhan dapat juga dilakukan melalui 

Arbitarsi atau perwasitan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tabun 

1957 Pasal 19 yang berbunyi : 

Ayat (1) 
"Majikan dan buruh yang terlibat dalam perselisihan perburuhan, atas 
kehendak mereka sendiri atau atas anjuran dari Pegawai atau Panitia 
Daerah yang memberikan perantaraan, dapat menyerahkan perselisihan 
mereka untuk diselesaikan olehjuru pernisah atau dewan pemisah". 

Ayat (2) 
"Penyerahan pada juru pemisah dinyatakan dengan surat peIjanjian antara 
kedua belah pihak di hadapan Pegawai atau Panitia Daerah tersebut". 

20 Machsoen Ali, Perselisihan Perbunthan Dan Mekanisme Penyelesaiannya, Yuridik~ 
Vol. 15, No. 3, Mei-Juni 2000, h. 215-216. 
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Dalam surat perjanjian tersebut diterangkan : 

a. Pokok persoalan perselisihan yang akan diserahkan kepada dewan 

pemisah untuk diselesaikan; 

b. Nama pengurus atau wakil serikat buruh dan majikan serta tempat 

kedudukan mereka; 

c. Juru pemisahldewan pemisah yang ditunjuk serta tempat tinggalnya; 

d. Kedua belah pihak akan tunduk kepada putusan juru pemisahldewan 

pemisah setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum; 

e. Hal-hal yang perlu untuk melancarkan pemisahan. 

Ayat (3) 
"Penunjukkan juru pemisah atau pembentukan dewan pemisah dan tata cara 
pemisahan dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak yang dalam hal ini 
dapat dimintakan bantuan dari pegawai atau panitia daerah". 

Ayat (4) 
"Putusan juru pemisah atau dewan pemisah sesudah disahkan oleh Panitia 
Pusat mempunyai kekuatan hukum sebagai putusan panitia pusat". 

Ayat (5) 
"Panitia Pusat dapat menolak pengesahanjika temyata : 

Ayat (6) 

Putusan melampaui kewenangan juru pemisah/dewan pemisah; 
Menunjukkan adanaya itikad buruk; 
Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan". 

"Akibat-akibat penolakan pada ayat (5) diatur oleh Panitia·Pusat". 

Perlu diketahui pula bahwa terhadap putusan juru pemisahldewan pemisah 

tidak dapat dimintakan ulang21
. 

Dalam dunia peradilan di Indonesia diakui adanya penyelesaian sengketa 

keperdataan yang dilakukan diluar pengadilan secara damai oleh para pihak atau 

21 Lihat : Pasa121 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ... WILMARTIN MANOPPO



51 

menggunakan jasa pihak ketiga sebagai arbitrase, karena itulah untuk mengatur 

masalah penyelesaian secara non litigasi ini pemerintah telah mengundangkan 

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Altematif 

Penyelesaian Sengketa. Sesuai dengan namanya Undang-Undang ini mengatur 2 

(dua) hal yakni : 

1. Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase 

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 disebutkan 

bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan 

umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis o]eh 

para pihak yang bersengketa. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian 

Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum 

dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum sebelum timbul 

sengketa. 

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa sengketa 

perburuhanlketenagakeIjaan baru dapat diselesaikan melalui Arbitrase jika terjadi 

sengketa. Sedangkan j ika para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui 

Arbitrase setelah terjadinya sengketa, maka para pihak harns membuat perjanjian 

tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian tertulis yang dibuat itu 
- --~) 

harns memuat22 
:, 

a) Masalah yang dipersengketakan 

b) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak 
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c) Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbiter 

d) Tempat arbiter atau majelis Arbitrase akan mengambil keputusan 

e) Nama lengkap sekertaris 

f) Jangka waktu penyelesaian sengketa; 

g) Pemyataan kesediaan dari arbiter 

h) Pemyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk 

menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa 

melalui Arbitrase. 

Sedangkan persayaratan sebagai arbiter, berdasarkan Pasal 12 Undang-

Undang No. 30 Tahun 1999 adalah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut23 

a) Cakap melakukan tindakan hukum 

b) Berumur paling rendah 35 tahun 

c) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampal 

dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa 

d) Tidak mempunyai kepentingan finansial atau klepentingan lain atas 

putusan Arbitrase 

e) Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling 

sedikit 15 tahun. 

22 op. cit. Lalu Husill, Pellgalliar Hukum Kelenagakerjaall .. PT RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, eet.3, Januari 2003 . h. 101-102. 

23 Ibid. h. 102-103 . 
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Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau 

diangkat sebagai arbiter. Adapun cara penyelesaian sengketa secara Arbitrase 

adalah24: 

1. Pemohon dalam penyelesaian sengketa Arbitrase haurs menyampaikan 

surat tuntutannya kepada arbiter atau majelis Arbitrase. Dalam surat 

tuntutan itu hams memuat : 

• Nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para 

pihak 

• Uraian singkat mengenai sengketa disertai dengan lampiran bukti

bukti 

• lsi tuntutan yangjelas. 

2. Setelah menerima surat tuntutan dari pemohon, arbiter atau ketua majelis 

Arbitrase menyampaikan salinan tuntutan tersebut kepada termohon 

dengan disertai perintah bahwa termohon hams menanggapi dan 

memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 hari 

sejak ditenmanya salinan tuntutan tersebut oleh pemohon. 

3. Bersamaan dengan itu arbiter atau ketua majelis Arbitrase memenntahkan 

agar para pihak atau kuasa mereka menghadap di muka sidang Arbitrase 

paling lama 14 han terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu. 

4. Apabi1a pada ban yang te1ab ditentukan sebagaimana disebutkan di atas, 

pemohon tidak datang tanpa alasan yang sah padahal sudah dipanggil 

24 ibid. 
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secara patut, malca surat tuntutannya dinyatakan gugur dan tugas arbiter 

atau majelis Arbitrase dianggap selesai. 

5. sebaliknya jika pada hari sidang yang telah ditetapkan termohon tidak 

hadir tanpa alasan yang sah padahal sudah dipanggil secara patut, arbiter 

segera melakukan pemanggilan kembali. 

6. Dalam waktu paling lama 10 hari setelah pemanggilan kedua diteima 

termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan diteruskan 

tanpa hadimya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan, kecuali jika 

tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum. 

7. Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, 

arbiter atau majelis Arbitrase terdahulu mengusahakan perdamaian antara 

para pihak yang bersengketa. 

8. Jika usaha perdamaian berhasil, maka arbiter atau majelis Arbitrase 

membuat akta perdamaian yang bersifat fmal dan mengikat. 

9. Jika tidak berhasil, para pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan 

secara tertulis pendirian masing-masing dan mengajukan bukti untuk 

menguatkan pendiriannya. Untuk kepentingan pembuktian dapat 

dihadirkan saksi, saksi ahli untuk didengar keterangannya. Arbiter atau 

majelis Arbitrase mengambil keputusan berdasarkan hukum, keadilan, dan 

kepatutan. 

10. Dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan 

diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan Arbitrase diserahkan 
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dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan 

Negeri agar dapat dilaksanakan. 

11 . Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan 

mengikat para pihak:. 

12. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara 

sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan 

Negeri atas permohonan pihak yang berkepentingan. 

Penyelesaian secara Arbitrase ini mempunyai keuntungan dan kerugian. 

Keuntungannya adalah fleksibilitas dalam menyusun syarat-syarat Arbitrase, 

keahlian arbitrator, lebih murah dan lebih cepat dari pada penyelesaian secara 

litigasi. Sedangkan kerugiannya adalah kurang mencari pembuktian dibandingkan 

dengan proses secara litigasi, kurang cocok untuk tuntutan yang terdiri dari 

berbagai pihak. 

2. Penyelesaian Alternatif 

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau 

beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian 

diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. 

Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa penyelesaian sengketa altematif dilakukan 

sepenuhnya oleh para pihak yang berselisih. Ada beberapa metode penyelesaian 

sengketa altematif yakni 25: 

25 ibid. h. 104-105. 
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• Negosiasi adalah penyelesaian sengketa secara langsung antara para pihak 

atau wakil mereka, dalam penyelesaian melalui negosiasi para pihak atau 

wakil mereka, dalam penyelesaian melalui negosiasi para pihak menggunakan 

cara persuasif dan kompromi guna menyelesaikan sengketa di antara mereka 

tanpa bantuan pihak ketiga. 

Keuntungan penyelesaian secara negosiasi adalah murah, tidak formal, 

mengurangi timbulnya rasa pennusuhan, dan bersifat pribadi. Sedangkan 

kerugiannya seringkali mengalami kesulitan dalam melaksanakan 

penyelesaian yang telah dinegosiasikan. 

• Mediasi adalah penggunaan pihak ketiga yang netral (mediator)- untuk 

membantu para pihak menegosiasikan suatu penyelesaian. Model ini 

merupakan perluasan dari proses negosiasi. Berbeda dengan arbiter seorang 

mediator tidak berwenang tidak berwenang untuk memaksakan suatu 

penyelesaian kepada para pihak yang bersengketa. Sebalikya mediator 

berupaya menciptakan suatu kondisi dimana para pihak dapat mencapai suatu 

penyelesaian sendiri. 

Keuntungan penyelesaian secara mediasi adalah dapat membantu proses 

negosiasi bila para pihak mencapai kebuntuan, biaya murah, tidak formal, 

penyelesaian oleh para pihak tanpa pihak ketiga campur tangan, mengurangi 

rasa permusuhan, dan bersifat pribadi. Kerugiannya seringkali terjadi praktek 

penundaan, dan kesulitan dalam pelaksanaan hasil penyelesaian. 
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Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 hanya 1 (satu) Pasal yang mengatur 

mengenai cara penyelesainnya sengketa altematif ini yakni dalam Pasal 6, yang 

menyebutkan bahwa26
: 

1. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak 

melalui altematif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik 

dengan mengesampingkan penyelsaian secara litigasi di Pengadilan. 

2. Penyelesaian sengketa dilakukan dalam pertemuan lansung oleh para 

pihak dalam waktu paling lama 14 hari (empat belas) hari dan hasilnya 

dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. 

3. Jika sengketa beda pendapat tidak dapat diselesaikan, maka atas 

kesepakatan tertulis para pihak, sengketa beda pendapat dapat diselesaikan 

melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli melalui seorang 

mediator. 

4. Jika dalam 14 (empatbelas) hari setelah bantuan penasihat ahli, atau 

mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka para pihak dapat 

menghubungi Lembaga Arbitrase atau lembaga altematif penyelesaian 

sengketa untuk menunjukkan seorang mediator. 

5. dalam waktu 7 (tujuh) hari mediator harns sudah mernulai kegiatan 

mediasi. 

6. dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari mediator harns sudah 

mengupayakan kesepakatan mengenai penyelesaian perselisihan tersebut 

dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak terkait. 

26 ibid. h. 105-106. 
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7. kesepakatan penyelesaian tersebut bersifat final dan mengikat para pihak. 

7. Posisi Peradilan Umum. 

Di dalam "Reglement op de rechtelijk Organisatie en he! Beleid der 

Justitie in Indonesia "- Stb. 1847 No. 23-Pasal 166 g ditetapkan bahwa" 

penagihan mengenai perjanjian ketja dan petjanjian perburuhan, tanpa melihat 

jumlah uang dan tidak melihat golongna warganegara dari pihak-pihak yang 

bersangkutan pada tingkat pertama eliaelili oleh Hakim Residensi (residentie 

rechter). Ketentuan tentang Hakim Residensi telah dicabut melalui Undang-

Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 L.N. Nomor 1 Tahun 1951 L.N. 9. Maka 

untuk selanjutnya perselisihan perburuhan (baik mengenai hak maupun 

kepentingan) dilimpabkan kedalam peradilan umum. Sebagaimana dicantumkan 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yaitu 

Pasal 50 yang berbunye7
: 

"Bahwa Pengaelilan Negeri Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus 
dan menyelesaiakan perkara pidana dan perkara perdata eli tingkat 
pertama". 

Dalam hal terjadinya perselisihan perburuhan, sebenarnya posisi peradilan 

urnurn c.q. Pengadilan Negeri adalah pasif atau menunggu dan membantu apabila 

diminta untuk memberikan "executoir verklaring" terhadap putusan P4 D-P4 P 

maupun kebijaksanaan MENAKER yang bersifat mengikat, termasuk putusan 

Arbitrase. Kepasifan Pengadilan Negeri dapat ditelaah dalam ketentuan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1957 antara lain Pasal 10 ayat (2)-Pasal 16 ayat (1) dan 
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Pasal 22 ayat (1). Sebagai perbandingan upaya-upaya penyelesaian perburuhan 

yang telah diuraikan diatas, dapat kita telaah cara tata cara penyelesaian 

perselisihan industrial menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 yang 

mengatur mekanisme upaya penyelesaian sebagai berikut28
: 

Pasal56 
Ayat (1): "Setiap perselisihan industrial diselesaikan secara musyawarah 

untuk mencapai mufakat". 
Ayat (2): "Setiap pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja atau 

serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja bersama-sama 
melakukan upaya untuk mencapai penyelesaian perselisihan 
industrial melalui musyawarah untuk mencapai mufakat". 

Pasa157 
"Dalam hal upaya yang dilakukan melalui perundingan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 56 tidak mencapai kesepakatan, pihak yang 
berselisih dapat menempuh jalur penyelesaian melalui jalur pengadilan 
atau jalur di luar pengadilan". 

Pasal58 
"jalur diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dapat 
ditempuh melalui arbitrasi atau mediasi". 

Pasal59 
Ayat (l ) : "Penyelesaian perselisihan industrial oelh arbitrasi hanya dapat 

dilakukan atas dasar kehendak dan kesepakatan para pihak 
yang berselisih". 

Ayat (2) : "Kehendak dan kesepakatan para pihak yang berselisih 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis 
dalam surat perjanjian". 

27 op. cit. Machsoen Ali, Perselisihan Perburuhan Dan Mekanisme Pel1yelesaiannya, 
Yuridika, Vol. 15, No. 3, Mei-Juni 2000, h. 216. 

28 Ibid. h. 216-217. 
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1. Kesimpulan 

BABlV 

PENUTUP 

a. Uang penghargaan dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang 

penggantian hak merupakan hak yang seharusnya diterima oleh pekerja 

dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh pihak pengusaha. 

Pembayaran tersebut bukan merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan 

kepada pengusaha, tetapi pembayaran uang oleh pihak pengusaha sebagai 

atas tambahan atas upah atau gaji yang menjadi hak semata-mata karena 

pekerja diberhentikan setelah bekerja pada pengusaha selama waktu 

bekerja pada pengusaha tersebut. Dari sisi landasan hukum, uang pesangon 

dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak 

diberikan pada saat terjadinya PHK berdasarkan Undang-Undang Nomor. 

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

b. Apabila pekerja merasa ada kebohongan atau ketidakbenaran jumlah 

nominal dalam menerima hak-hak pekerja dengan semestinya maka dapat 

mengajukan upaya hukum dengan cara penyelesaian secara damai atau 

sukarela yang ada kemungkinan dapat dilanjutkannya melalui perundingan 

kedua belah pihak melalui jasa pegawai perantara. Penyelesaian 

perselisihan melalui P4 D yang menghasilkan putusan yang bersifat 

"anjuran" dan "mengikat". Jika kedua belah pihak masih tetap berselisih 

dan menghendaki pemeriksaan ulang, maka dapat diupayakan melalui P4 
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P, yang putusannya bersifat mengikat dan tidak dapat dimintakan banding. 

Menaker dapat membatalkan atau menunda pelaksanaan putusan P4 D 

maupun P4 P melalui kebijaksanaan yang disebut "hak veto" terutamajika 

menyangkut keselamatan dan kepentingan negara. Upaya penyelesaian 

dapat juga diselesaikan melalui Arbitrasilperwasitan yang dalam hal ini 

putusannya dapat dimintakan pemeriksaan ulang atau banding dan 

peradilan umum dalam hal ini adalah lembaga yang menguatkan putusan 

dengan mengeluarkan "executoir verklaring" apabila diminta. 

2. Saran 

a. Apabila dilihat dari sisi landasan hukum dan kebijakan tidak ada yang 

salah dengan pemberian uang pesangon dan atau uang penghargaan mas a 

kerja dan uang penggantian hak yang sehaursnya diterima oleh pekerja 

dari pengusaha namun demikian melihat dampak yang ditrnbulkan maka 

diharapkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan menjadi lebih memberikan perlindungan hukum 

bagi pekerja mengingat kedudukannya yang lemah. 

b. Ditinjau dari aspek perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan secara substansial tumpang tindih 

dengan undang-undang lain. Tumpang tindih itu terutama terjadi dalam 

pengaturan prosedur penyelesaian perselisihan maka diharapkan dengan 

segerah menyusun peraturan prosedur penyelesaian perselisihan. 
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